


























BAB 1 Pendahuluan

! Pedoman Rekrutmen Tenaga Pengajar
Kebebasan telah mewujud menjadi ‘anarki dominasi mayoritas’ didukung
pembentukan opini oleh media massa yang insinuatif dan cenderung disinformatif.
Kedaulatan rakyat pada kenyataannya telah terkooptasi oleh praktek hedonisme,
pragmatisme sempit bahkan sektarianisme sehingga melahirkan natural selection
dan survival of the fittest. Sistem kehidupan masyarakat dan bangsa demikiankah
yang menjadi cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila?

Situasi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan tersebut telah
mendorong terbentuknya suatu kesepakatan antara para pemimpin lembaga negara
yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan
KY dalam pertemuan pada 24 Mei 2011. Para pimpinan lembaga negara yang
kewenangannya ditetapkan dalam UUD 1945 tersebut pada dasarnya bersepakat
untuk melakukan upaya sungguh-sungguh untuk merevitalisasi Pancasila. Guna
merealisasikan kesepakatan tersebut di lingkungan pemerintahan, misalnya, Menteri
Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun
2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Menteri Koordinator Politik.
Hukum dan Keamanan menyiapkan Grand Design mengenai Pemantapan Wawasan
Kebangsaan. Majelis Permusyawaratan Rakyat menjalankan Program Sosialisasi 4
(empat) Pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi
berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai
pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional. Kesepakatan pimpinan
lembaga negara tersebut sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi.
Visi MK adalah mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang
independen, imparsial, dan adil. Misi MK antara lain, meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Atas dasar gagasan tersebut serta demi terwujudnya Visi dan Misi MK maka
pada 26 Februari 2013 MK mendirikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
yang diresmikan oleh Presiden RI. Model pendidikan yang dikembangkan pada
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menitikberatkan pada penguatan
kapasitas dan pembentukan kepribadian yang luhur sebagai proses hominisasi
dan humanisasi menuju terwujudnya kemampuan membudaya diri sendiri sebagai

manusia seutuhnya (purnawan).

° MAHKAMAH KONSTITUSI Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

























GRAND DESIGN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN

HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

2.1. TUJUAN GRAND DESIGN

Grand design pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak
konstitusional warga negara bertujuan agar terciptanya kebijakan pelaksanaan
pendidikan yang terukur dan terarah selama kurun waktu tertentu, sehingga
pendidikan yang dilakukan berjalan secara efektif, efisien, serta berkelanjutan.

Selain itu, tujuan Grand Design pendidikan dan pelatihan peningkatan
pemahaman hak konstitusional warga negara adalah agar terciptanya acuan dalam
menyusun perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yaitu dalam bentuk

Rencana Aksi yang akan disusun setiap tahun.

2.2. VISI MAHKAMAH KONSTITUSI

Mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen,

irnparsial, dan adil.

2.3. MISI MAHKAMAH KONSTITUSI

¢ Membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan
konstitusi.
e Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak

konstitusionalnya secara bijak.






































